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Kata pengantar 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  Bekasi Tahun Anggaran 2023  dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Bekasi dalam mencapai tujuan Wali Kota Bekasi sesuai dengan Visi, Misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD 2018-2023 Perubahan
Rencana kerja (RENJA) juga merupakan landasan operasional penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi pada tahun 2023.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun renja Dinas Dinas Tenaga  Kota Bekasi 2023, kritik serta saran yang konstrukstif sangat diharapkan bagi penyempurnaan selanjutnya.
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BAB    I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja)  tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acauan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam periode Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Kota Bekasi ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat:
1. Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja  merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Renja  merupakan acuan Pada Dinas Tenaga Kerja untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

3. Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Rancaangan Renja Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan program prioritas serta tugas dan fungsi.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja  harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 


Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD
Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya serta mempedomani visi Kepala Daerah Kota Bekasi adalah “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” dan Misi Kepala Daerah
1. Meningkatkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.

5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
Dinas Tenaga Kerja Kota dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah  yaitu :
1. Misi   1  : Meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintahan yang baik 
2.  misi  3 : Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan         perdagangan yang berdaya saing.
1.2	Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 Landasan Hukum yang digunakan adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2018-2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

1.3	Maksud dan Tujuan

Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja  adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk 1 Tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja  5 tahun dengan maksud memberikan arahsekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yangsangatsrategis di Dinas Tenaga Kerja



Rancangan Penyusunan Rencana Kerja  (Renja ) Awal 2023 ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga dapat menunjang dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2022 ini diantaranya adalah :
1. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Tenaga Kerja dalam pembangunan Daerah.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
1.4	Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) awal  Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  adalah:
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	BAB VI
	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	BAB V
	PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.






BAB II


EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJATAHUN LALU

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan berikut ini :
Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja
	
SASARAN STRATEGI
	
INDIKATOR KINERJA
	
TARGET
	
REALIASASI
	
PERSEN

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
	   80 %
	80 %

	 100 %


	
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	89 %
	89  %
	100 %

	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap
	Peningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap berkompeten ditempatkan
	20
	20 %
	100 %

	Menurunnya Sangketa Pengusaha Dengan Pekerja
	Presentase Penurunan Perselisihan Pengusha dan Pekerja
	100 %
	100 %
	100 %


Sumber : Data Bidang  pada Dinas Tenaga Kerja
         	Dilihat dari tabel diatas terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2022 Menunjukan bahwa capian Program-Program Pokok dalam bentuk Indikator hasil ( Outcome) yang terealisasikan melalui kegiatan-kegiatan pada masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian; pertama, realisasi
kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.Kedua kategori capaian tersebut terdapat 
· Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Disetiap program dan kegiatan pokok dan penunjang :mperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut: 
a. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 
b. Tujuan yang dikehendaki; 
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; 
Rancangan  Renja tahun  2023   Dinas  Tenaga  Kerja  juga  memperhatikan hal – hal sebagai berikut: 
a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023; 
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan 


Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Pencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara serta pengalokasiannya; 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Tenaga Kerja  KotaBekasiTahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi meliputi 3 (tiga) hal, yaitu perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil program & kegiatan.  
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Penjelasan pencapaian kinerja sasaran untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel  2.2
Urusan ketenagakerajaan

	Tujuan
	Sasaran
	Indikator

	
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	
Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja

	
	
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja

	Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap berkompeten
	Persentase tenaga kerja yang berkompeten

	
	Menurunnya sangketa pengusaha dengan pekerja
	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja 

Indikator ini merupakan gambaran tingkat sasaran dan indikator  sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban
Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun n-1 dan tahun n-2 didasarkan dan merujuk pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 dan Revisi Renstra Dinas Tenaga Kota Bekasi Tahun 2018-2023.
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota BekasiTahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.3
Capaian renstra pada Dinas Tenaga Kerja
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR SASARAN
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	
Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
	
80 %
	
80 %
	
100 %

	
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	89 %
	89
	100 %

	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
	Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	
20 %
	
20%
	
100 %

	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

	 Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja
	
100 %
	
100%
	
100 %


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja
Tabel 2.4
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi

	Kode
	Urusan Bidang/ Urusan Pemerintahan & Program Kegiatan
	Indikator Kinerja Program Outcome Kegiatan Ouput
	Target Kinerja & Capaian Renstra PD Tahun 2023
	Realisasi Target Kinerja Program & Keluaran Kegiatan n-3 2019
	Target Realisasi Program Kegiatan Tahun lalu n-2
	Target Program & Kegiatan (Rencana PD) Tahun 2023
	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan

	
	
	
	
	
	Target Renja Tahun 2022
	Realiasi Rencana PD Tahun 2022
	Tingkat Realisasi Persen
	
	Realisasi capaian Program/Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2021
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10(5+7=9)
	11
	12
	13( (5=7=9)
	14 (10/4)

	`
	14
	5
	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 
	Presentase manbingkatnya Produktivitas Tenaga Kerja 

	20 %
	  100 %
	20 %
	100 %
	20 %

	 20 %
	100 %
	100 %

	1
	14
	5
	01
	Pembinaan Akreditasi LPK
	Jumlah LPK yang terakreditasi

	20 LPK
	20 LPK
	 20 LPK
	10 LPK
	50 %
	20  LPK
	 50 LPK
	50 %

	1
	14
	5
	02
	Pelatihan kerja berbasis kompetensi
	Terlaksanannya Pelatihan kompetensi

	200 orang
	 100 orang
	125  orang
	125 orang
	100 %
	200 orang
	100 %

	100%

	1
	14
	5
	03
	Penyelenggaraan pelatihan pola magang di perusahaan

	Terlaksananya pola magang diperusahaan

	40 orang
	 10 orang
	 10 orang
	 10 
orang
	100%
	40 
orang
	 100 %
	100 %

	1
	14
	5
	03
	Pelatihan berbasis masyarakat
	Terlaksananya pelatihan masyarakat

	25 orang
	20 
orang
	20 orang
	5 
orang
	2 %
	50
  orang
	  0,25 %
	0,25 %

	1
	14
	5
	03
	Pelatihan wirausaha pemula
	Terlaksannya pelatihan

	25
Orang
	25 0rang
	25 orang
	25
 orang
	100 %
	50
 orang
	100 %
	100  %

	   1
	14
	10
	
	Program penempatan tenaga kerja


	 Tenaga Kerja yang   kompeten ditempatkan
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	14
	16
	01
	Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan


	Terlayaninya kartu AK1
	 7.500 Pencaker
	7.500 Pencaker
	7.500 Pencaker
	9.991 Pencaker
	124 %
	7.500 Pecaker
	 100 %
	100 %

	1
	14
	16
	02
	Penyebaran informasi pasar kerja


	Terlaksananya jobfair
	7.500 orang
	 .1500  orang
	6000
orang
	3.500
orang
	58  %
	7.500 orang
	1.500 orang
	20 %

	1
	14
	17
	
	Program Hubungan Industrial


	Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	14
	17
	01
	Sinergitas lembga Tripartit


	6 kali
	6 kali
	6 kali
	6 kali
	6 kali
	100 %
	6 kali
	 1 kali
(Rapat persiapan)


	1 %

	1
	14
	17
	02
	sosialisasi umk


	Terlaksananya lks tripartite
	Dokumen
	Dok
	Dok
	Dok
	100 %
	  Dokumen
	 1 kali 
(rapat Persiapan)


	1 %

	1
	14
	17
	03
	Peringatan hari  Buruh


	Terlaksannya hari buruh
	 Event 
	1.500 orang
	1.500 orang
	1.500 orang
	100 %
	1.500 orang
	Dilaksanakan pd TW II
	-


         Sumber Data Dinas Tenaga Kerja













2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisa kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2020 dan tahun 2021 
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi dan yang kemudian diturunkan kembali ke Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan , adapuntugas pokok dan fungsi yang di emban adalah sebagaiberikut:
a. Tugas Pokok
1. [bookmark: _Toc519978782]Kepala Dinas
· Kepala Dinas bertugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pelatihan kerja, pengembangan pelatihan dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk mencapai visi dan misi Dinas.
· Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penempatan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
b. Penetapan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang transmigrasi;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, dan kelompok jabatan fungsional;
d. Pembinaan administrasi perkantoran;
e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Dinas;
f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
h. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
2. Sekretariat
· Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
· Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dinas;
b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup dinas;
e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris dinas;
g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
	Bidang Pelatihan Kerja
· Bidang Pelatihan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan serta sertifikasi kompetensi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
· Bidang Pelatihan Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
d. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
e. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
f. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
g. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
h. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas

· Bidang Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi informasi pasar kerja, pelatihan dan konsultasi produktivitas serta pengukuran dan analisa produktivitas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
· Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi :
· penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;

· perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
· pengoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah Kota Bekasi;
· penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan;
· pengoordinasian pemberian konsultansi produktivitas kepada perusahaan;
· pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Kota;
· pengoordinasian pemantauan surveilance;
· pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
· pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
· penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
· Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja luar negeri serta pengembangan danperluasan kesempatan kerja untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
· Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

d. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
e. pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
f. pelaksanaan memverifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
g. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
h. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
i. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
j. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
k. pengoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
l. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
m. pemberdayaan TKI purna;
n. penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota.
o. pengoordinasian recruitment dan penempatan transmigran, pembekalan calon transmigran, monitoring, evaluasi dan merumuskan bahan konsep kerjasama transmigrasi;
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
r. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.




Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
· `Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan insdustrial untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
· Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
d. melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota;
e. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
f. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
h. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Tabel 2.5
[image: ]KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan ketenagakerjaan, digunakan Indikator Kinerja Utama meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan ketenagakerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Tabel. 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Tenaga Kerja
Kota Bekasi

	No
	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
	IKK
	Target Renstra SKPD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2020
	2021
	2022
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	
	11
	
	12
	13

	1
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi
	170
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	20  %
	25 %
	25 %
	60%
	80 %
	100 %
	

	2
	Besaran Tenaga Kerja yang berbasis kewirausahaan
	149
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	20  %
	30  %
	25 %
	70 %
	80 %
	100%
	

	3
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis masyarakat
	
149
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100%
	15 %
	25 %
	35  %
	70 %
	80 %
	100 %
	

	4
	Besaran kasus yang diselesaian dengan perjanjian bersama /PB
	447
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	5
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program jamsostek
	4.380
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	50 %
	30  %
	20  %
	80 %
	90 %
	100 %
	

	6
	Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan
	7.632
	7.500 org
	7.500 org
	7.500 orang
	7.500
orang
	7.500
orang
	7.500
orang
	5000
orang
	7.500
0rang
	7.500
orang
	7.500
orang
	7.500
orang
	

	7
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian
	23
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	20 %
	25 %
	35 %
	30 %
	70 %
	100 %
	

	8
	Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan
	17.225
	35 %
	40 %
	70 %
	75 %
	100 %
	35 %
	40 %
	25 %
	40 %
	30
	100%
	

	9
	Persentase Pengusaha melakukan UMK yang telah ditetapkan
	1.590
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	10
	Menurunya angka sangketa pengusaha dengan pekerja
	134
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja



Dari hasil capaian diatas dapat disimpulan bahwa hampir semua indikator kota tercapai dari target yang yang ditetapkan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2023 juga memuat evaluasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2020.
Dalam evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan;
2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan;
3. Hasil Rencana Program & Kegiatan Pada evaluasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2023
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Untuk memfokuskan strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam rangka pencapaian tujuan dan ketenagakerjaan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan internal serta tantangan dan kendala/ancaman sebagai lingkungan eksternal.
Analisis yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, and Threats). Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan (Strengths) dan Peluang (Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkanKelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threats). Berdasarkan analisis yang dilakukan maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah:
1. Peluang Isu 150.000 tenaga kerja baru;
2. Tenaga kerja yang belum siap bekerja serta kualitas yang belum memadai;
3. Angka pengangguran yang tinggi;
4. Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja;
5. Mengingat bahwa dalam masa pandemi Covid-19 dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat hal tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun sumberdaya manusia.
Dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 tersebut, misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, mengembangkan prasarana dan sarana kotayang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan ketenagakerjaan.Visi Kota Bekasi 2018-2023, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi, yaitu:
“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN ”
Visi Kota Bekasi 2018-2023 juga tidak terlepas dari keinginan kuat pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan “Sustainable Development Goals (SDG’s)” yang merupakan komitmen global para pemimpin dunia. Seperti diketahui bahwa MDG’s meliputi tujuh belas aspek penting yang hendak diwujudkan yang meliputi:
1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangandan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Menggalakkan hidupsehatdan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Mencapaikesetaraan genderdan memberdayakan semua perempuan.
6. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :















GAMBAR 2.7   Rancangan RKPD tahun 2023

	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	
	NO
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
	NO
	INDIKATOR KINERJA
OUTCOME/OUTPUT
	SATUAN
	PAGU PER JENIS BELANJA
	PAGU (Rp)

	
	
	
	
	INDIKATOR
	TARGET
	
	B. Pegawai
	B. Barang & Jasa
	B. Bunga
	B. Subsidi
	B. Hibah
	B. Sosial
	B. Modal
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	
	
	
	
	
	
	14,018,278,000
	3,556,950,000
	
	
	
	
	
	22,881,928,000

	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	
	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk 15 tahun keatas
	5%
	Dokumen
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja
	100%
	Dokumen
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya dokumen perencanaan
	100%
	Dokumen
	10,000,000
	
	
	
	
	
	
	50,000,000

	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya dokumen pelaporan
	Dokumen
	Dokumen
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya dokumen perencanaan
	100%
	Dokumen
	0
	15,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	15,000,000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	
	Jumlah capaian evaluasi kinerja
	100%
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Administrasi Keuangan
	
	Administrasi jasa tenaga/ teknis perkantoran
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	
	Administrasi jasa tenaga/ teknis perkantoran
	
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	100%
	Dokumen
	11.904.028.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11.904.028.000

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	
	Administrasi jasa tenaga/ teknis perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	`Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
	
	Jumlah kegiatan yang diverifikasi
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
	
	Jumlah laporan yang tersusun
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	
	Tersajinya laporan tanggapan pemeriksaam
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	
	Program perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya laporan capaian kinerja
	Dokumen
	Dokumen
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,000,000

	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
	
	Program perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya laporan keuangan
	100%
	Dokumen
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	
	Program perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya Laporan
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	
	Program perencanaan Tenaga Kerja
	
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
	100%
	Dokumen
	10.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10.000.000

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	Surat
	0
	10.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	10.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	Bulan
	0
	324.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	324.000.000

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Terlayaninya kebersihan kantor
	100%
	m2
	0
	1,533,600,000
	0
	0
	0
	0
	0
	1.533.600.000

	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
	100%
	Buah
	0
	250.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	250.000.000

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan
	100%
	Buah
	0
	200.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	200.000.000

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Jumlah komponen listrik
	100%
	Bua
	0
	15.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	15.000.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Tersedianya bahan bacaan
	100%
	Exemplar
	0
	87.500.000
	0
	0
	0
	0
	0
	87.500.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Makanan dan Minuman
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Terakomodirnya makanan dan minuman penunjang dalam memberikan pelayanan
	100%
	Boks
	0
	122.800.000
	0
	0
	0
	0
	0
	122.800.000

	Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi
	100%
	Perjalanan
	0
	250.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	250.000.000

	Pengadaan Mobil Jabatan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Mebeleur
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Jumlah pemeliharaan rutin bekala
	100%
	x hari
	0
	600.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	600.000.000

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Jumlah kendaraan Dinas
	100%
	Unit
	0
	300.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	300.000.000

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemeliharaan  Rutin/Berkala  Peralatan  Gedung Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	pemeliharaan berkala
	100%
	Gedung
	0
	285.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	285.000.000

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya  Aparatur
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Persentase Jumlah Kehadiran
	100%
	
	0
	50.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	50.000.000

	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Pakaian Korpri
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pemindahan Tugas PNS
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	
	Program Administrasi Perkantoran
	
	Jumlah Peserta Bimtek
	100%
	Orang
	0
	50.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	50.000.000

	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	1.
	Program Peningkatan Kapasitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
	1.
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
	100%
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2.
	Persentase Pencari Kerja yang memiliki Sertifikasi Keahlian
	5%
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	
	Pelatihan Peningkatan produktivitas 
	
	Terlaksananya pelatihan peningkatan produktivitas
	50
	0rang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150.000.000

	
	
	Bimbingan Konsultasi peningkatan produktivitas 
	
	Terlaksananya bimbingan konsultasi
	50
	0rang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120..000.000

	
	
	Peningkatan kapasitas dan Produktivitas  Pelaku  usaha
	
	
	50
	0rang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120.000.000

	
	


	Pelatihan manjamen kewirausahaan bagi wirausaha baru
	
	terlaksananya pelatihan wirausaha
	 Orang
	0rang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600.000.000


	
	

	Penyelenggaraan pola magang kerja diperusahaan  
	
	Pola magang diperusahan
	Orang
	Orang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500.000.000

	
	
	Pelatihan berbasis kompetensi 
	
	Pelatihan kompestensi
	Orang
	Orang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.200.000.000

	
	
	Pembinaan  LPK Swasta
	
	Pembinaan LPK
	LPK
	LPK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	   300.000.000

	
	
	Kajian Pendirian BLK
	
	Kajian
	BLK
	BLK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300.000.000

	PROGRAM PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN KOTA 
	1.
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
	23.34%
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
	
	
	
	Pengembangan aplikasi pelayanan AK.1 yg mudah diakses pencari kerja & optimalisasi pelayanan serta surveilance ISO 9001:2015 bidang pelayanan;
	23.000 Pencaker
	Pencaker
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200.000000

	
	
	
	
	Penyelenggaraan Jobfiar

	1.500 orang 
	Orang
	0
	200.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	200.000.000

	
	
	
	
	Pembinaan terhadap pekerja migrant Indonesia
	
	Orang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150.000.000

	Program  Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja  dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	1.
	Hubungan Industrial
	
	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dengan Pekerja
	100 %
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Bimtek tentang mogok kerja dan unjuk rasa
	
	Penyelesaian perselisihan
	5 %
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300.000.000

	
	
	Focus Group Discusion LKS
	
	Hubungan mogok kerja 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200.000.000

	
	
	Bimtek struktur skala upah kepada perusahaan se kota 
	
	Hubungan industrial
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250.000.000

	
	
	UMK
	
	Hubungan industrial
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300.000.000

	
	
	Reker dan sinargitas LKS Tripartit
	
	Hubungan industrial
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200.000.000

	
	
	Peaksanaan HUT Buruh
	
	 Hubungan Industrial
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100.000.000

	
	
	Pelaksanaan pelayanan persyaratan kerja berbasis online E PP dan E PKB
	
	
Hubvungan Industrial
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250.000.000
















Tabel 2.8                         REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD
	PROGRAM/ KEGIATAN
	LOKASI
	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT
	TARGET CAPAIAN
	KEBUTUHAN PAGU
	ANALISIS KESESUAIAN DENGAN TARGET DAN INDIKATOR
	ANALISIS DAYA UNGKIT TERHADAP RPJMD
	ANALISIS MANFAAT DAN KEUNTUNGAN ATAS HASIL KEGIATAN

	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Bekasi
	Jumlah Dokumen perencanaan
	Target Program  Meningkatnya Pengelolaan perencanaan Perangkat Daerah secara Baku
	250.000.000
	Masih kurangnya pemahaman SDM ketenaga kerjaan pada perangkat daerah dalam mengelola dokumen perencanaan  sehingga di perlukan pembinaan SDM  pada perangkat daerah 
	Melalui kegiatan pembinaan dokumen perencanaan dapat meningkatkan pemahaman SDM  dalam mengelola dokumen perencanaan sesuai dengan NSPK yang peningkatan prosentase PD yang menerapkan perencanaan baku
	Dengan adanya pembinaan pada pengelola SDM Perencanaan  di perangkat daerah dapat meningkatkan tertib arsip sesuai dengan tujuan 

	Nama Kegiatan   Profil ketenagakerjaan
	
	Indikator Output  Terlaksananya pembuatan profil
	Target Output      Dokumen ketenaga kerjaan Daerah
	
	
	
	

	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
	Bekasi
	Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi
	Tenaga kerja yang berkompensi
	      2,700,000,000 

	Tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting serta berpengaruh penting pada pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
	Peningkatan pelatihan kompetenisi bagi pencari kerja karena sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja
	Tenaga kerja mempunya keahlian yang siap bekerja

	Nama Kegiatan Proses  Pelaksanaan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keterampilan  
	Bekasi
	Indikator Output pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
	Target Output      terlaksananya pelatihan
	
	
	
	

	bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

	
	
	
	
	1945 untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur
	
	

	Program penempatan tenaga kerja
	
	Indikator Program Persentase tenaga kerja yang kompeten ditempatkan
	Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui pelaksnaan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair) Tingkat Kota Bekasi
	375.000.000
	mencapai tujuan dan target operasional tidak terlepas dari peran tenaga  yang berkompeten dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu, setiap lembaga perlu melaksanaan rekrutmen, seleksi 
	Melalui kegiatan pemeliharaan penempatan ketenagakerjaan memiliki daya ungkit terhadap caapian indikator pengelolaan ketenagakerjaan
	Terlaksananya tenaga kerja yang kompeten ditempatkan

	Nama Kegiatan 
1.Job fair
2.Pelayanan kartu Ak1
	
	Indikator Output       terlaksananya jobfair
	Targeteningkatan sistem pelayanan kartu AK.1 Berbasis Android Output 
	
	dan penempatan tenaga kerja secara professional karena merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kota Bekasi
	
	

	Program Hubungan industrial
	
	Indikator Program : Presenntase kasus yang terselesaikan
	Target Program    jumlah kasus yang terselesaikan
	        1,025,000,000 

	 ketenagakerjaan tentang kondisi kerja, hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan perburuhan/ industrial di Indonesia. Dalam penelitian ini hukum ketenagakerjaan berfungsi melindungi kepentingan pekerja, pengusaha dalam konteks kondisi kerja





	Melalui kegiatan terjalinnya hubungan harmonis antara pekerja dengan pengusaha
	Meningkatnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, pengusaha (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nama Kegiatan 
1.LKS Tripatit
2. UMK
3. Hari Buruh
4. Optimalisasi penyelesaian hubungan industial
	
	Terlaksannya LKS Tripartit
	Perselisihan diselesaikan oleh Lembaga Kerjasama Bipartit
	
	
	
	






2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Rancangan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi didiskusikan dalam pembahasan forum Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kelurahan. 
Pada Musrenbang Kelurahan terdapat 17 Usulan Pokir program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
























	TABEL; 2.9

	PEMBAHASAN BERSAMA ATAS USULAN PENELAAHAN MANDIRI

	PERANGKAT DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

	PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	                            10 
	11
	12
 

	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah 
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 
	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 
	
20 0rg
	            25,000,000 
	0
	                       - 
	              (25,000,000)
	 

	
	
	
	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis 
	20 0rg
	          200,000,000 
	Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis 
	                       - 
	            (200,000,000)
	Bimtek Jafung penyetaraan 

	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka 
	Tingkat Pengangguran Terbuka 
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan  Unit Kompetensi 
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
	14 orang
	            58,299,900 
	0
	                       - 
	              (58,299,900)
	 

	
	
	
	
	Berdasarkan  Klaster Kompetensi 
	jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan bagi wirausaha baru 
	40 orang
	            75,000,000 
	0
	                       - 
	              (75,000,000)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan magang di perusahaan








	10 orang
	            41,000,000 
	0
	                       - 
	              (41,000,000)
	 









	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mendapatkan Pelatihan Sablon (POKIR)
	100 orang
	            75,000,000 
	Jumlah orang yang mendapatkan Pelatihan Sablon (POKIR)
	      75,000,000 
	                               -   
	 
 

	 
	 
	 
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
	Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan 
	40 orang
	            35,000,000 
	0
	                       - 
	              (35,000,000)
	 
 

	 
	 
	 
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan  Kecil
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
	Jumlah orang/perusahaan kecil  yang mendapatkan bimbingan/konsultansi 
	40 orang
	            40,000,000 
	0
	                       - 
	              (40,000,000)
	 
 

	 
	 
	 
	Pengukuran produktivitas tingkat Dearah Kabupaten Kota
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 
	Jumlah tenaga kerja yang terstandarisasi kompetensi peningkatan produktivitasnya
	25 orang
	            61,075,000 
	0
	                       - 
	              (61,075,000)
	 
 

	 
 
	 
 
	Program Penempatan Tenaga Kerja 
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
	jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pengoperasian aplikasi AK.1 berbasis online 
	20 orang
	          200,000,000 
	20 orang
	      59,805,000 
	            (140,195,000)
	 
 

	
	
	
	
	
	Jumlah orang yang mengikuti sosialiasi Pemenaker Nomor 39 tahun 2016
	50 box
	 
	0
	 - 
	-
	 
 

	 
	 
	
	
	
	Jumlah sartifikat ISO 9001:2005
	1 sertifikat
	 
	0
	 - 
	-
	 
 

	 
 
	 
 
	 
 
	Pengelolaan informasi pasar kerja
	Job Fair/Bursa Kerja
	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan melalui pelaksanaan bursa kerja
	1.000 org
	            86,690,000 
	0
	                       - 
	              (86,690,000)
	Banyak perusahaan yg tidak menerima apabila dilakukan secara online
 

	 
	 
	 
	Pelindungan PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) di Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Jumlah CPMI & P3MI yang mendapatkan bimbingan 
	40 orang
	            26,500,000 
	0
	                       - 
	              (26,500,000)
	Penerimaan CPMI di luar negeri ditutup
 

	 
	 
	Program Hubungan indistrial 
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ,mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kab/Kota
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota
	Jumlah Rekomendasi Ketenagakerjaan ( 1 rekomendasi)
	1 rekomendasi 
	          100,000,000 
	Jumlah Rekomendasi Ketenagakerjaan ( 1 rekomendasi)
	    100,000,000 
	                               -   
	 
 

	
	
	
	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota
	Jumlah Rekomendasi  UMK ( DEPEKO) Tahun 2023 1. Rekomendasi Peringatan Hari Buruh  Event 
	1 rekomendasi 
	          225,000,000 
	Jumlah Rekomendasi  UMK ( DEPEKO) Tahun 2023 1. Rekomendasi Peringatan Hari Buruh  Event 
	    205,520,000 
	              (19,480,000)
	Pengurangan anggaran peringatan hari buruh
 

	JUMLAH
	             1,248,564,900 
	 
	         440,325,000 
	                    (808,239,900)
	 



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 
Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 7 Prioritas Nasional yaitu:
1. Penguatan ketahanan ekonomi;
2. Pengembangan wilayah;
3. Peningkatan SDM;
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Penguatan infrastruktur;
6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.




3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan pada visi Pembangunan Kota Bekasi pada RPJMD 2018-2023 adalah “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” dan Misi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 :
1. Meningkatkankapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasaranadan sarana kotayang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mendukung kepada misi pembangunan ke-3 (Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023
	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	TARGET KINERJA

	1
	Meningkatnya pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja 


	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
	82 % 


	
	
	
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	89 %

	
	
Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian
	
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan



	
Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	20 %

	
	
	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja
	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja
	100 %




3.2  TELAHAAN TERHADAP VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
Dinas Tenaga Kerja  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dituntut untuk dapat mendukung terlaksananya program Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Visi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan 1Ihsan” melalui misi ke 1 yaitu : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan misi 3 yaitu “Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”
Konsep kota cerdas (smart city) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan citizen centric sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota.Arti “cerdas” menurut Nam & Pardo (dalam Djunaedi, 2014) adalah: (1) dalam bidang perencanaan kota, “cerdas” diartikan sebagai strategis, terutama dalam memilih prioritas, arah, kebijakan, dan sebagainya, dan (2) terkait teknologi, maka “cerdas” mengandung prinsip komputasi otomatis (self-configuration, self-healing, self protection, self-optimization), ditunjukkan antara lain memiliki sensors dan actuators.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.
Kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian lintas Perangkat Daerah, upaya penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta  melaksanakan pelayanan masyarakat yang prima.
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.



3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN 
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.  Sesuai dengan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Dinas Perpustakaan Kota Bekasi maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
	A. Program Perencanaan tenaga kerja dari  kegiatan, yaitu:

	1) Rencana Induk perubahan keenagakerjan

	B. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga kerja

	1. Penyelesaian pola magang kerja diperusahaan

	2. Pelatihan berbasis kompetensi

	3. Pembinaan LPK Swasta

	4. Kajian pendirian BLK Kota Bekasi

	5. Pelatihan kewirausahaan Produktivitas

	6. Bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas bagi perusahaan Pelatihan

	7. Peningkatan kompetensi Produktivitas di Perusahaan

	8. Pelatihan Manajemen kewirausahaan bagi wirausaha baru

	9. Peningkatan kompetensi Produktivitas di Perusahaan

	10.Pelatihan Manajemen kewirausahaan bagi wirausaha baru
11. Kajian BLK Tingkat Kota Bekasi

	C. Program  Penempatan Tenaga Kerja

	1. Penyelenggaraan Jobfair

	2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

	3. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

	D. Program  Penempatan Tenaga Kerja


1. Bimtek tentang mogok kerja dan unjuk rasa
2. Focus Group Discusion LKS Tripartit
3. Bimtek struktur skala upah
4. Peringatan Hari Buruh
5. Pelayanan online e-PP dan e- PKB

Tabel : 3.2
[bookmark: _GoBack]Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023

	
	Capaian Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	Hasil Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	 Pagu Indikatif (Rp.) 
	Sumber Dana

	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	Hasil Kegiatan
	
	

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	          18.585.990.225 
	 

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	          16.880.690.325 
	 

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	          50.000.000
	 

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur
	Kota Bekasi 
	100%
	3 Dokumen 
	100%
	              50.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 12.381.533.000 
	 

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan 
	Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur
	Kota Bekasi 
	100%
	60 orang
	100%
	     12.374.033.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur
	Kota Bekasi 
	100%
	3 Dokumen 
	100%
	              7.500.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	      225.000.000 
	 

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Kota Bekasi 
	100%
	5 orang
	100%
	            25.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah peserta BIMTEK 
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Kota Bekasi 
	100%
	60 orang
	100%
	          200.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	      490.000.000 
	 

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 
	Meningkatnya pelayanan umum perkantoran 
	Kota Bekasi 
	100%
	330 buah 
	100%
	            10.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Alat Tulis dan Bahan Komputer, umlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu 
	Meningkatnya pelayanan umum perkantoran 
	Kota Bekasi 
	100%
	4094 unit
	100%
	          260.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Barang Cetakan, Penggandaan dan Spanduk 
	Meningkatnya pelayanan umum perkantoran 
	Kota Bekasi 
	100%
	27175 unit
	100%
	          100.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-undangan 
	Meningkatnya pelayanan umum perkantoran 
	Kota Bekasi 
	100%
	7948 unit
	100%
	            50.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas
	Meningkatnya pelayanan umum perkantoran 
	Kota Bekasi 
	100%
	200 kali
	100%
	            70.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	      428.000.000 
	 

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Belanja Modal 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	24 unit
	100%
	          428.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	   2.503.657.325 
	 

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Dokumen / Surat Dinas terkirim 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	114 surat/dokumen 
	100%
	              5.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	84 rekening
	100%
	          343.715.750 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah jasa keamanan, jasa kebersihan dan tenaga adminstrasi perkantoran 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	48,60,398 orang
	100%
	       2.154.941.575 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	      845.000.000 
	 

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah kendaraan dinas/operasional 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	16 unit
	100%
	          185.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah kendaraan dinas/operasional 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	3 unit
	100%
	            40.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	150 unit
	100%
	          120.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik
	Luas Gedung Kantor 
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 
	Kota Bekasi 
	100%
	6489 m2
	100%
	          500.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	BELANJA LANGSUNG URUSAN 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   1.705.299.900 
	 

	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	      698.299.900 
	 

	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	      533.299.900 
	 

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
	Jumlah orang yang mengikuti/mendapatkan pelatihan berdasarkan kompetensi 
	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	25 orang
	140 orang
	            58.299.900 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	
	
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan bagi wirausaha baru
	
	
	
	40 orang
	
	            75.000.000 
	

	
	
	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan magang di perusahaan
	
	
	
	75 orang
	
	          100.000.000 
	

	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
	
	Jumlah dokumen perencanaan BLK yang disusun 
	
	
	
	1 dokumen FS BLK
	
	          300.000.000 
	

	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	         40.000.000 
	 

	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mendapatkan pembinaan 
	Jumlah LPKS yang dilatih dan mendapatkan pembinaan 
	Kota Bekasi 
	100%
	40 LPK
	40 LPK
	            40.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
	         50.000.000 
	 

	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
	Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan/konsultansi 
	Jumlah orang/perusahaan kecil  yang mendapatkan bimbingan/konsultansi 
	Kota Bekasi 
	100%
	40 perusahaan 
	40 perusahaan 
	            50.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	         75.000.000 
	 

	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
	Jumlah tenaga kerja yang terstandarisasi kompetensi peningkatan produktivitasnya
	Jumlah tenaga kerja yang terukur produktivitasnya
	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	25 orang
	25 orang
	            75.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	      482.000.000 
	 

	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	      200.000.000 
	 

	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 
	Tersedianya sumber daya pelayanan 
	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	61,78 %
	50 BKK
	100%
	          200.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	
	
	Surveilance ISO 9001:2015 (Pelayanan Kartu AK.1 dan Penempatan)
	
	
	
	1 sertifikat
	
	
	

	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	      207.000.000 
	 

	Job Fair/Bursa Kerja
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja
	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan informasi terkait pasar kerja 
	Kota Bekasi 
	61,78 %
	1500 orang
	100%
	          207.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	         75.000.000 
	 

	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
	Jumlah P3MI yang mendapatkan bimbingan 
	Jumlah P3MI yang mendapatkan bimbingan 
	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	61,78 %
	30 perusahaan
	30 perusahaan
	            75.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	      525.000.000 
	 

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	      525.000.000 
	 

	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja
	Jumlah event Peringatan Hari Buruh Tingkat Kota Bekasi yang dilaksanakan 
	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan yang diselesaikan 
	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	1 Event
	100%
	            75.000.000 
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	
	
	Jumlah kasus/perselisihan hubungan Industrial
	
	
	
	25 Perusahaan
	
	          100.000.000 
	

	
	
	Jumlah Rekomendasi UMK (DEPEKO) Tahun 2023
	
	
	
	1 Laporan Rekomendasi UMK
	
	          250.000.000 
	

	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
	
	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan 
	
	
	
	1 Rekomendasi
	
	          100.000.000 
	

	TOTAL
	 18.585.990.225 
	 



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DINAS TENAGA KERJA  KOTA BEKAS
		Bidang Perluasan Kesempatan Kerja

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NO
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
	LOKASI
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	JUDUL KEGIATAN
	SUB KEGIATAN
	PAGU (Rp.)

	
	
	Kelurahan
	Kecamatan
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Semua Kelurahan
	Semua Kecamatan
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
	62.09%
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
	       200,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	Terlindunginya Pekerja Migran Indonesia
	100%
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	         75,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	Terkelolanya Informasi Pasar Kerja
	100%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Job Fair/Bursa Kerja
	       100,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       375,000,000 

	BIDANG : PELATIHAN KERJA
	
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NO
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
	LOKASI
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	JUDUL KEGIATAN
	SUB KEGIATAN
	PAGU (Rp.)

	
	
	Kelurahan
	Kecamatan
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.
	PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS KERJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Marga Jaya
	Bekasi Selatan
	LPK Swasta
	Meningkatnya mutu LPK Swasta Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja
	60 LPK Swasta
	Sosialisasi Penerbitan Perijinan LPK Swasta
	Sosialisasi Penerbitan Perijinan LPK Swasta
	         75,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Rancangan Gedung BLK Kota Bekasi
	Tersusunnya DED Rancangan
	1 Dokumen 
	Detail Engineering Design Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kota Bekasi
	Detail Engineering Design Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kota Bekasi
	       625,000,000 

	 
	 
	 
	 
	1. LPKS Swasta
2. Pencari Kerja
3. Masyarakat Kota Bekasi
	Terciptanya Tenaga kompeten siap kerja sesuai dengan kebutuhan industry
	300 orang
	Pelatihan Kejuruan Berbasis Kompetensi
	Pelatihan Berbasis Kompetensi
	    1,000,000,000 

	 
	 
	 
	 
	LPK Swasta
	Meningkatnya mutu LPK Swasta Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja
	60 LPK Swasta
	Sosialisasi Akreditasi LPK Swasta 
	Sosialisasi Akreditasi LPK Swasta 
	       500,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Perusahaan di Kota Bekasi
	Terlaksananya Uji latih Kerja atau Pemegangan di Perusahaan
	50 Perusahaan
	Sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri di Perusahaan
	Pemagangan Dalam Negeri
	       500,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    2,700,000,000 








	BIDANG : PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
	
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NO
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
	LOKASI
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	JUDUL KEGIATAN
	SUB KEGIATAN
	PAGU (Rp.)

	
	
	Kelurahan
	Kecamatan
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.
	PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS KERJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Marga Jaya
	Bekasi Selatan
	Pelaku Usaha Mikro
	Meningkatkan Produktivitas bagi pelaku usaha mikro
	50 org
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi  
	     150,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap
	Persentase tenaga kerja yang kompeten 
	Orang
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
	Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas
	     120,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap
	Persentase tenaga kerja yang kompeten 
	Orang
	Pengukuran Produktivitas Setingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas Pelaku Usaha
	     120,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     390,000,000 







	BIDANG : HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK 
	
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NO
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
	LOKASI
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	JUDUL KEGIATAN
	SUB KEGIATAN
	PAGU (Rp.)

	
	
	Kelurahan
	Kecamatan
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Marga Jaya
	Bekasi Selatan
	Pemerintah Kota Bekasi, APINDO Kota Bekasi dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
	Terselenggaranya Sinergitas Lembaga Kerja Sama Tripartit
	Rekomendasi
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
	     200,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bekasi
	Terselenggaranya Peringatan Hari Buruh Tingkat Kota Bekasi
	Event
	 
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	     150,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Pengusaha dan Pekerja Kota Bekasi.
	Menurunnya Angka sengketa Pengusaha dan Pekerja.
	Jumlah Perusahaan
	Optimalisasi Penyelesaian Hubungan Industrial.




	
	     125,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Pengusaha dan Pekerja Kota Bekasi.
	Terbentuknya Kelembagaan LKS Bipartit.
	Jumlah Perusahaan
	Fokus Group Discusion (FGD) LKS Bipartit
	
	200,000,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Pengusaha dan Pekerja Kota Bekasi.
	Terlaksananya Rekomendasi UMK Dewan Pengupahan 
	Rekomendasi
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
	
	     250,000,000 

	
	
	
	
	
	Kota Bekasi
	
	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	
	     150,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Pengusaha dan Pekerja Kota Bekasi.
	Terselenggaranya FGD Pelindungan Sosial Ketenagakerjaan
	Dokumen
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1,025,000,000 
































HASIL DESK PERUBAHAN RKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAN URUSAN

	NO
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
	TARGET / 
SATUAN
	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	TARGET / 
SATUAN
	 PAGU HASIL EVALUASI GUBERNUR 2022 
	 PAGU HASIL
PARSIAL 2 
	 PAGU HASIL DESK RENJA PERUBAHAN 
	 HASIL DESK RENJA PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG 
	 SUMBER PENDANAAN  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SEBELUM 
	SESUDAH 
	SEBELUM 
	SESUDAH 
	
	
	
	
	 PAD 
	 DAU 
	 DANA BAGI HASIL PROVINSI  
	 DBHCHT 2022 
	 DID 2022 

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,193,738,791 
	16,193,738,791 
	15,968,738,791 
	(225,000,000)
	11,185,881,791 
	4,782,857,000 
	0 
	0 
	0 

	 
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	100%
	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	3 Dokumen 
	0
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,374,033,000 
	12,374,033,000 
	12,374,033,000 
	0 
	7,741,176,000 
	4,632,857,000 
	0 
	0 
	0 

	2
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	100%
	Jumlah pembayaran gaji ASN dan Premi BPJS
	Jumlah pembayaran gaji ASN dan Premi BPJS
	882 org/bulan 
	882 org/bulan 
	12,374,033,000 
	12,374,033,000 
	12,374,033,000 
	 
	7,741,176,000 
	4,632,857,000 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah pembayaran tunjangan ASN
	Jumlah pembayaran tunjangan ASN
	756 org/bulan 
	756 org/bulan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3 Dokumen 
	0
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 
	100%
	 
	 
	 
	 
	0 
	0 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,000,000 
	225,000,000 
	0 
	(225,000,000)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
	Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	100%
	Jumlah pegawai 
	Jumlah pegawai 
	5 orang
	0
	25,000,000 
	25,000,000 
	0 
	(25,000,000)
	0 
	 
	 
	 
	 

	6
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	100%
	Jumlah pegawai 
	Jumlah pegawai 
	100 orang
	0
	200,000,000 
	200,000,000 
	0 
	(200,000,000)
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427,000,000 
	427,000,000 
	427,000,000 
	0 
	427,000,000 
	0 
	0 
	0 
	0 

	7
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 
	100%
	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 
	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 
	205 unit
	205 unit
	10,000,000 
	10,000,000 
	10,000,000 
	 
	10,000,000 
	 
	 
	 
	 

	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 
	100%
	Jumlah bahan logistik 
	Jumlah bahan logistik 
	9618 unit
	9618 unit
	337,270,000 
	337,270,000 
	337,270,000 
	 
	337,270,000 
	 
	 
	 
	 

	9
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 
	100%
	Jumlah cetakan 
	Jumlah cetakan 
	37 unit
	37 unit
	22,730,000 
	22,730,000 
	22,730,000 
	 
	22,730,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah penggandaan 
	Jumlah penggandaan 
	10,500 lembar
	10,500 lembar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 
	100%
	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan 
	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan 
	7948 buku/eksempar
	7948 buku/eksempar
	50,000,000 
	50,000,000 
	50,000,000 
	 
	50,000,000 
	 
	 
	 
	 

	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 
	100%
	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas
	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/perjalanan dinas
	200 kali
	200 kali
	7,000,000 
	7,000,000 
	7,000,000 
	 
	7,000,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,000,000 
	150,000,000 
	150,000,000 
	0 
	0 
	150,000,000 
	0 
	0 
	0 

	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah Peralatan 
	Jumlah Peralatan 
	11 unit
	11 unit
	150,000,000 
	150,000,000 
	150,000,000 
	 
	0 
	150,000,000 
	 
	 
	 

	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,452,705,791 
	2,452,705,791 
	2,452,705,791 
	0 
	2,452,705,791 
	0 
	0 
	0 
	0 

	13
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah Dokumen / Surat Dinas terkirim 
	Jumlah Dokumen / Surat Dinas terkirim 
	142 dokumen/surat
	142 dokumen/surat
	5,000,000 
	5,000,000 
	5,000,000 
	 
	5,000,000 
	 
	 
	 
	 

	14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet
	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet
	96 rekening
	96 rekening
	243,715,750 
	243,715,750 
	243,715,750 
	 
	243,715,750 
	 
	 
	 
	 

	15
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah Tenaga Keamanan
	Jumlah Tenaga Keamanan
	72 org/bln
	72 org/bln
	2,203,990,041 
	2,203,990,041 
	2,203,990,041 
	 
	2,203,990,041 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Tenaga Kebersihan
	Jumlah Tenga Kebersihan
	60 org/bln
	60 org/bln
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah tenaga pelayanan umum kan
	Jumlah tenaga pelayanan umum kan
	396 org/bln 
	396 org/bln 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	565,000,000 
	565,000,000 
	565,000,000 
	0 
	565,000,000 
	0 
	0 
	0 
	0 

	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah kendaraan dinas jabatan
	Jumlah kendaraan dinas jabatan
	15 unit
	15 unit
	185,000,000 
	185,000,000 
	185,000,000 
	 
	185,000,000 
	 
	 
	 
	 

	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan 
	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan 
	2 unit
	2 unit
	10,000,000 
	10,000,000 
	10,000,000 
	 
	10,000,000 
	 
	 
	 
	 

	18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah peralatan 
	Jumlah peralatan 
	126 unit
	126 unit
	70,000,000 
	70,000,000 
	70,000,000 
	 
	70,000,000 
	 
	 
	 
	 

	19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	Jumlah Bangunan/Gedung yang terpelihara 
	Jumlah Bangunan/Gedung yang terpelihara 
	1 unit
	1 unit
	300,000,000 
	300,000,000 
	300,000,000 
	 
	300,000,000 
	 
	 
	 
	 

	20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	100%
	 
	 
	 
	 
	0 
	0 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja 
	20%
	 
	 
	 
	 
	685,374,900 
	1,385,374,900 
	1,075,000,000 
	(310,374,900)
	375,000,000 
	0 
	0 
	200,000,000 
	500,000,000 

	 
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	549,299,900 
	1,149,299,900 
	975,000,000 
	(174,299,900)
	375,000,000 
	0 
	0 
	100,000,000 
	500,000,000 

	21
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja 
	20%
	 
	 
	 
	 
	249,299,900 
	849,299,900 
	675,000,000 
	(174,299,900)
	75,000,000 
	 
	 
	100,000,000 
	500,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kejuruan Las CO2
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
	14 orang
	0
	 
	 
	 
	(58,299,900)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan bagi wirausaha baru
	40 orang
	0
	 
	 
	 
	(75,000,000)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan UMKM sablon Kel Jaka Mulya 
	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan magang di perusahaan
	26 orang
	75 orang
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pola magang di Perusahaan
	Jumlah orang mendapatkan pelatihan Sablon 
	10 orang
	0
	 
	 
	 
	(41,000,000)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan tata boga
	 
	30 orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknisi AC
	 
	35 orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Tata Rias
	 
	30 orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Operator Komputer
	 
	35 orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja 
	20%
	Jumlah dokumen perencanaan BLK 
	Jumlah dokumen perencanaan BLK 
	1 dokumen/FS 
	1 dokumen/FS 
	300,000,000 
	300,000,000 
	300,000,000 
	 
	300,000,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 
	0 
	 
	(35,000,000)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	23
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja 
	20%
	 
	 
	 
	 
	35,000,000 
	135,000,000 
	100,000,000 
	(35,000,000)
	0 
	 
	 
	100,000,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mendapatkan sosialisasi 
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mendapatkan sosialisasi 
	40 Lembaga
	40 Lembaga
	 
	 
	 
	(35,000,000)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,000,000 
	40,000,000 
	0 
	(40,000,000)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	24
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	10%
	Meningkatnya produktivitas kerja pada perusahaan kecil, menengah dan UMKM melalui bimbingan konsultasi produktivitas
	Jumlah orang/perusahaan yang mendapatkan bimbingan/konsultansi 
	40 perusahaan 
	0
	40,000,000 
	40,000,000 
	0 
	(40,000,000)
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,075,000 
	61,075,000 
	0 
	(61,075,000)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	25
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	10%
	Jumlah tenaga kerja yang terstandarisasi kompetensi peningkatan produktivitasnya
	Jumlah tenaga kerja yang terstandarisasi kompetensi peningkatan produktivitasnya
	25 orang
	0
	61,075,000 
	61,075,000 
	0 
	(61,075,000)
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,190,000 
	313,190,000 
	59,805,000 
	(253,385,000)
	59,805,000 
	0 
	0 
	0 
	0 

	 
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,000,000 
	200,000,000 
	59,805,000 
	(140,195,000)
	59,805,000 
	0 
	0 
	0 
	0 

	26
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan
	61.78%
	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 
	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 
	50 BKK
	0
	200,000,000 
	200,000,000 
	59,805,000 
	(140,195,000)
	59,805,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Sertifikat ISO 9001:2015
	Jumlah Sertifikat ISO 9001:2015
	1 sertifikat
	1 sertifikat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pengoperasian aplikasi AK 1 berbasis on line
	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pengoperasian aplikasi AK 1 berbasis on line
	20 orang
	20 orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,690,000 
	86,690,000 
	0 
	(86,690,000)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	27
	Job Fair/Bursa Kerja
	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan
	61.78%
	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja
	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja
	1000 orang
	0
	86,690,000 
	86,690,000 
	0 
	(86,690,000)
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,500,000 
	26,500,000 
	0 
	(26,500,000)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	28
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan
	61.78%
	Jumlah CPMI dan P3MI yang mendapatkan bimbingan 
	Jumlah CPMI dan P3MI yang mendapatkan bimbingan 
	40 orang 
	0
	26,500,000 
	26,500,000 
	0 
	(26,500,000)
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325,000,000 
	325,000,000 
	305,520,000 
	(19,480,000)
	100,000,000 
	0 
	205,520,000 
	0 
	0 

	 
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325,000,000 
	325,000,000 
	305,520,000 
	(19,480,000)
	100,000,000 
	0 
	205,520,000 
	0 
	0 

	29
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja
	100%
	 
	 
	 
	 
	225,000,000 
	225,000,000 
	205,520,000 
	(19,480,000)
	0 
	 
	205,520,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah event Peringatan Hari Buruh tk Kota Bekasi 
	Jumlah event Peringatan Hari Buruh tk Kota Bekasi 
	1 Event
	1 Event
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Rekomendasi UMK (DEPEKO) Tahun 2023
	Jumlah Rekomendasi UMK (DEPEKO) Tahun 2023
	1 Rekomendasi 
	1 Rekomendasi 
	 
	 
	 
	(19,480,000)
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja
	100%
	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan 
	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan 
	1 Rekomendasi
	1 Rekomendasi
	100,000,000 
	100,000,000 
	100,000,000 
	 
	100,000,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,517,303,691 
	18,217,303,691 
	17,409,063,791 
	(808,239,900)
	11,720,686,791 
	4,782,857,000 
	205,520,000 
	200,000,000 
	500,000,000 











BAB. V
P E N U T U P



Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Kota Bekasi. Rencana Kerja Tahun 2023 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan.
Renja Dinas Tenaga Tahun 2023 merupakan dokumen perencanan upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2023 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2023 menetapkan indikator capaian kinerja.
Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi di bidang ketenagakerjaan, serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.
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